
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.732, 2010 KEMENTERIAN KOMINFO. Jaringan 
Telekomunikasi. Pemanfaatan.  

 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI 

DAN INFORMATIKA NOMOR .26/PER/M.KOMINFO/5/2007 TENTANG 
PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

BERBASIS PROTOKOL INTERNET 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/PER/M.KOMINFO/ 10/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu 
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan 
Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol 
Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/ 
M.KOMINFO/10/2010 yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);  

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara;  

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu 
II Periode 2009 – 2014; 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 
03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata 
Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri 
Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di 
Bidang Pos dan Telekomunikasi; 
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10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 
26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan 
Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis 
Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 
16/PER/M.KOMINFO/10/2010; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan 
Jaringan Telekomunikasi; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA NOMOR .26/PER/M.KOMINFO/5/2007 
TENTANG PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN 
TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET.  

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan 
Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 
16/PER/M.KOMINFO/10/2010 diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 diubah sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Protokol Internet adalah sekumpulan protokol yang didefinisikan oleh 

Internet Engineering Task Force (IETF).  
2.  Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet adalah jaringan 

telekomunikasi yang digunakan penyelenggaraan jaringan dan jasa 
telekomunikasi dengan memanfaatkan protokol internet dalam 
melakukan kegiatan telekomunikasi. 
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